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bahwa sehagai pelaksanaan ketentuan Pasal: 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis éan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak telah ada pengaturan tata cara
penyeforan Penerimaan Negara Bukan. Pajak dari hasil-hasi]
kekayaan negara vang dipisahkan; :

. bahwa guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak

dan. rasil-nasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
dan dengan zdanya reorganisasi di Departemen Keuangan,
dipaniiang perlu mengganti Keputusan Menferi Reuangan
Nomer 203/ KM 017,/ 2000 t2ntang Tata Capa Penyetoran
Peneritiaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasu sekayaan
Negara vang Uipisahkan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menreri Keuangan Nomor 563,/ KMK.g6/2001;
i

bahwa Derdasarkan pertimbungan sebagaimgna  dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Perdturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran Penefimaan Negara
Bukan Pajak dari Hesil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara
Yang Dipisahkan, !

'Undang-Undaﬁg Momor 1 Tahun 1993 teht‘;ang Persercan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Repyblik Indonesia
Momor 3587); :

Undang-iIndang Nomor 20 Tahun 1997 ten:l:aflg renerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Repgblik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tarmbahan Lembaran ‘Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3687); ]

i
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
scbagaimana telah diubah dengan Undang—Urq:lang Nomor 3
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 2004
Nomor 7); !
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Ur_‘u:_inngaUndang Nomer 19 Tahun 2003 Ite:itz;ng Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Inddnesia T ahun 2003

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemaor 4297); 5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teatang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indanesia

Nomaor 4285); i

Undang-Urdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47. Tambahan i.embaran Nepgarn Rufm:l’:!fk Indanesiy
Nomor 4285); [ .

Prratuzan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Sukan Fajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubal dengan Feraturan Femerintah Nomoy 32 Tahun 199§
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 1998 Nomor §3,
Tambahan 1 ombaras Nngara I'{'ra:m!_‘-.!{__j; ;nﬁuhe:afn.:\'-nnmr A760);

Peraturan  Pemerintah Nomeor - 'Ti':‘g;;]fqhﬁtﬁé.lﬁiﬂ'ﬁi ';%enl;nng

Perusahaan Perseroan (PERSEROY. (1 emistin Nearissichtblik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambafan Lembaran Nuegara

Republik Indenesia Nomar 3731) sehHgainadie tolah diubak
dengan Peraturan Pomerintah Nomar 45 Tahus 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H0);
'

Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun{ 1998 fentang
Perusahaan Umum (Perum) (Lombaran i\:agara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3732);

]

Peraturan  Pemerintah  Nomor 41 Tahuni 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan dan Kewenangan Menterl Keuangan
pada Perusahaan Perseroan (Persero), Fcrﬂ::ahann_ Umum
(Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) tkepada J\dc-n':u.r:
Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Ru]..::ubiuk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Uembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4303); i
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11. Peraturan Pemerintan Nemor 44 Tahun 2003 ten tang I!'ari.f Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlsku pada
Departemen Reuangan (Lembaran Negara Republik Indonesin.

Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara| Republik
Indionesia Nomar 4313); /

12. Keputusan Presicen Nomor 187/ M Takun 2004; i

' {
13. Keputusan Mentori Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004
tenfang  Organisasi dan Tatq Kerja Departemen Kevangan

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mentey| Keuangan
Nomor 426/K\1K.01 /2004 |

MEMUTUSKAN .

Menetaskan PERATURAN MENTER] KEUANGAN TENTANG m*:{a. CARA
PENYETORAN FENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI
"HASIL-HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG

DIPISAHKAN. d :
Pasal 1 i
i
Baday Pevatiana e K:‘-u.-ur'l:_";.‘t:'. irily s dima ks L']r;}hg:‘rj'..

1. Kekavaan necara vane dipisahkan adalah sckavaan nesarn vang
- £ B b utg - 3 F ¢
ditempatkan sebayai penyertaan modal pada suatu pergsahann.

. e
Dividen adalah bagian Pemerintah atas taba dari -Pérusahaan

Perseronn, Perscroan Terbatas, Perusalaan Perseroon 'Terbuka,

dian Perusahann Umuam g

12

s |

Sisa Surplus Bank Indencsia Baginn Penerintah :wlrlirfh bagian
Pemerintah dari Surplus Bank Indencsia sebagalmaza diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tenting Bank
Indonesia sebagaimana tolah diubah l.‘]E'thIH‘I .[_indan;%?Um.‘Tang
Momor 3 Talwun 2004, st b s
Sl R R e 1
4. Penjualan Sabam Pemerintaly adalah -ﬁqi\lu:‘t!i?_ﬂ__:.__ga]inhj_}“-_ Py
sebarian saham (termasuk hak opsi ntn.'-:--.u:uTm*.'_l_'i;E.I.l_-.uilrgl._?\Lgmn
LT L} ; ’ 9 Sy o = A
pada  perusahaon  sesual  dengan kﬂ.;tnntﬁnn poraturan

"y

np !

S i O e ;
L"'-?i".l'l'lﬂ.'lc'lj'.g-i.iT.-.'gsu|Ei|i'| VANE Ooriasi, :

5 oL 3R b i =]
Rapat Umum Pemeeany Saham, vang selanjutnya L.lhel_'{u: RUPS,

L

adalah ergar perseroan yang memegang L:ek11:1.=:ann1turmln.ggki‘
daiam perseroan don memegang :H.‘%;EI.I:'I.. wewenang jfafng tivla
diserahkan kepada Divekst atau Komisaris i .
f. Wajib Bayar adalah Perusahaan Perseroan, Perseroan {i‘-crlmi'a.?:
Porusahaan Pesseroan LTerbukn, Perusahaan Umum ’f”H I3nl1}f
Imdonesia vane menurut ketentuan vang berlaku mémpunvii
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7. Peneddimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yﬁang Terutang adalah
xewajban pokok Dividen atan Sjsa Surplus Bank Indonesja
Bagian Pemerintah dan atay denda, :

i
d

Pasal 2

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari ha ;il-h_a:iil pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan terdirj dari E)ividen, Sisa Surplus
Bank Indonesia Bagian Pemerintah dan Penjualan Saham Pemerintah,

Pasal 3 ;
(1) Dividen dan Sjss Surplus Bank Indonesis Bagian Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disetor untuk unfung

rekening Bendahara Umum Negara (BUN) Namor 502.000000"dp
Bank Indonesia, :

'[2} Penyetoran Dividen s¢bagaimana c[imak:,;sud pada ayat (1)
dilakukzan paling lambat pada saat jatuly tempo pembayaran
dividen, : .

(3) Penyetoran Siga Surplus Bank Indonesial Bagian Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'dijakukan beraasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tertang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubak dengan Undang-Undang Nomar 3

Tahun 2004 berikut ketentuan pelaksanaann}c_fa.

(4) Penyetoran hasi] Penjualan Saham Pemeriritah dilakukan sesuaj
dengan ketentuan peraturan perundang-undiingan yang berlakuy.

Pasal 4

(1) Jatuh tempo pembayaran Dividen sebagairrlfana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), adalah 1 (satu) bulan sejak ta{tggal:
2. Pengesahan neraca dan laba/rugi yang ditatapkan oleh RI{&TF':".';
untux  Perusahaan Perseroan, Fer_seii‘aan Terbatas an
Perusahaan Perseroan Terbuka; !

inter Keuangan atau

. Pengesahan laporan keuangan oleh Mgnteri .
i Me:‘ﬁéri yang Eitunjuk dan atau diberi kuasa oleh PemermtaiI:
selaku pemilik modal pada F’erusa}taan Umum untu

Perusahaart Umum. ; )
(2) RUPS sebagaimana-dimaksud pada ayat éi} huruf a termasu

RUPS Luar Biasa yang menetapkan parubjthan atas ].';embagian :
laba perusahaan yang telah ditetapkan dalari RUPS sebelumnya. 4&‘5?

{
¥
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{3) Jatuh tempo pembayaran Sisa Surplus Bank Ij.q-dcnesia Bagrian
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal b ayat (3), adalah
1 (satu) bulan setelah kesepakatan antara Bank Indonesia dan
Pererintah dalam koordinasi penetapan Rakening Kewajiban
Pemerintah di Bank Indonesia yang akan dilunasildari Sisa Surplus

Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah, :

(4] Dalun.s hal jatun fempo sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dan
ayat (3) jatuh pada hari libyy, jatuh tempo yang berlaku adalah
pada hari kerja berikutnya, )

Mala sl TATaGS 1 i;

CEEm ha Wailh Bayar tidak  dapat melaksanakan kewajiban

p?rqhayaran Dividen sebagaimana dimaksud padi Pasal 3 dan 4

Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan penetipan jatuh tem

;.::eml:ra;.raraz_n kepada Menteri Keuangan cg. Direktur Jenderal

fAnggaran dan Ferimbangan Keuangan, o

!

Pasal &

fl}Pf_:—rmﬂnsr;an penefapan jatuh tempo pcmbayq;ﬂn scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja serelah tanggal pengesahan neraca den laba/rugi serta
laporan heuangan scbagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1).

(=) Wajib Bayar yang mengajukan permohonan .: penetapan jatuh
tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wafjb menyampaikan
_ data pendukung secara lengkap dan benar, paling sedikit :

a. Risalah RUPS bagi Perusahaan Perseroan, Persercan Terbatas,
Perusahaan Perseroan Terbuka, Surat Pengesahan Laporan
Tahunan oleh Menteri Keuangan atau Menteri yang ditunjuk
dan atau diberi kuasa oleh Pemerintah selaku perilik modal
pada Perusahaan Umum bagi Perusahaan Urr?um:

Laporan Kenangan yang telah diaudit, terdin;i dari Neraca dan

Laporan Laba/Rugi; [

¢. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahjn berjalan, serta

'd. Laporan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas tahuyn berjalan,

(3) Jawaban atas permohonan penetapan jatuh _I:e;np@ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling Iambbt dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelrrmohcnan beserta
data pendukung diterima secara lengkap dan benar.

(4) Dalam hal data pendukung yang disampaikan masih kurang
lengkap, Wajiv Bayar harus melengkapi data pendukung
dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari keria sejak
pvemberitahuan oleh Direktorat Jenderal ' Anggaran dan

o




e

MENTER! KEUANGAN
REPLIBLIK INDOMESIA

ST b s e e 8 W

(5) Jawaban atas permohonan bagi WajibJ Bayar yang telah
melengkapi kekurangan data sebagaimana :;Iime;ksud -dalam .ayat
(4), diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal penyampaian data pendukung sugulan diterima secara
lengkap dan benar, :

(6) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud ;;_ada ayat (3) dan ayat
(5) tidak diterbitkan setelah lewat jangkawaknt, permohonan
dianggap dikabulkan. :

|

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat  keterlambatan p&fnyetumn dan atan
kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan I’ajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,| Waiib Bayar waiib
melupasinya dan ditambah dengan denda sebesar 2% (dya
persen) sebulan dari pokok atay kekurangan Dividen atau Sisa
Surplus  Bank Indoresia Bagian Pemeriniah, dan bagian dari
bulan dihitung 1 (satu) bulan. 1

(2) Dalam ha! kewajiban sebagaimana dimaksufl pada ayat (1) belum
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih - sejak
tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4; Wajib
Bayar wajib melunasinya ditambah dengan idenda bunga sebesar .
2% (dua persen) sebulan dari PNBP Yang Terutang untuk paling °.
lama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tananal jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan
bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran atau pembayaran yang
. terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai
pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaa ‘%‘Nﬂgara Bukan Fla]ak
vang terutang wajib bayar yang bersangkutan pada periode
berikutnya. :
Pasal B s
Bukti setor atas penyetoran sebagaimana dimaksud dalam:Pasal 3 dan
Pasal 7 avat (1), wajib disampaikan kepada enteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangah Keuangan dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Perbejdaharaan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pen}f%tora . 4?5'
¢
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(5) Jawaban atas permohonan  bagi Waijib{ Bayar yang telah
melengkapi kekurangan data sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), diterbitkan paling lambat 30 (tiga pujuh) hari kerja sefak
tanggal penyampaian dats pendukung sugulan diterima secara

lengkap dan benar, :

(6) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksyd f;adﬂ ayat (3) dan ayat
(5) tidak diterbitkan setelah lewat jangka’wakey, permohonan
dianggap dikabulkan. '

Pasal 7

(1) Dalam  hal terdapat  keterlambatan pnﬁwﬁtmaﬂ dan atan
kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan F‘ajék
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4| Wajib Bayar wajib
malunasinia dan ditambah dengan denda sebesar 2% (dpa
persen) sebulan dari pokok atay kekurangan Dividen atay Sisa
Surplus  Bank Indoniesia Bagian Pemerintah, dan bagian dari
bulan dihitung 1 (satu) bulan, :

(2) Dalam ha! kewajiban sebagaimana dimaksufl pada ayat (1) belum
dilunasi dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan atau lebih -sejak
tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4, Wajib
Bayar wajib melunasinya ditambah denfgan?denda bunga sebesar B
2% (dua persen) sebulan dari PNBP Yang Terutang unmik paling .
lamna 24 (dua puluh empat) bulan, terhitun;g sefjak fanonal jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksuq dalam Pasal 4, dan

agian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. i

(3) Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran atau pembayaran yang
terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan seha_gm
pembayaran dimuka atas jumlah Pererimaan Negara Bukan Pla;ak
yang terutang wajib bayar yang bersangkutan pada periode
berikutnva. !

Pasal B :

Bukti setor atas penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 7 avat (1), wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangsh Keuangan dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Perbeidaharaar selambat-

etoran. &’

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pen

5
+
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Posal 2
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Risalah RUPS dari Perusabnan Perscroan, DPorservan Terbatos,
Perusahaan Perseroan Terbuka yang sebagian atau sefuruh sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah dan surat pengesghan !apu?:ﬂ'r ccuangan dari
Perusahaan Umum  serta  dokumeh . Lﬂsnﬁakp.tn ik T Bﬂnk‘
Indoncsia dan Pemerintah, masmg-ﬁﬂs r:jg iimqﬂ:m 1o JH"” ﬁﬁgan
yang telah diaudit wajib disampaikan® oleh: »i"i."a;:ti “Bayvar kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Ahggaran diin Perimbangan
Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sotelah diterbitkan,

Pasai 10 :
Dalam hal Wajib Bayar terbukti dengan sengaja tidak membayvar,
tidak menvetor don  atau  lidak melaporkan Sumlal  setoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 schingga menimbulkan kerugian negara, akan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 11 !

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan ini diatur oleh Dircktur ]mdcr‘r’f Anggaran dan
Perimbangan Keuangan

Pasal 12
Padla saat Peraturan Menteri Kevangan ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.017/2000 tentang Tata Cara
Penyetoran  Pencrimaan Negara Bukan Pajak  dari Hasjl-FHasil
Kukm aan Megara vang Dipisahkan sebagaimana lelah diubab dengan
Keputusan ? “wlenten Keuangan Nomor 563/ KMK. Gﬁf"ﬂm dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

.

Peraturan Menteri Kevangan ini mulai  berlaky  sejak tanggnl
ditetapkan. ¢ :

Agar setinp orang mengetahuinyva, memcrmhhkm pengumuman
Peraturan Menteri Kevangan ini dengan penempataniiva dalam Berita
Nogara Rupu‘:a:iL indonesia,

:.'

itetapkanali jokaria r
Salinan sesuni dengon asting pada tanggal 6 Juni 2003 -
Kepala Birg Uimum

F
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